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ABSTRAKSI 

 

Kepala daerah (bupati dan/wakil bupati) dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 

wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, bersama tugas dan 

kewenangan tersebut dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat yang ada didaerahnya 

dalam hal ini DPRD. DPRD ini mempunyai tugas pengawasan dalam melaksanakan 

pemerintahan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik untuk 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Fungsi pengawasan ini diatur dalam Pasal 

159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu; 

“hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah 

mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak 

luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara, sedangkan hak angket adalah 

pelaksanaan fungsi DPRD melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan 

tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi 

kehidupam masyarakat daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan 

peraturan perundang undangan yang berlaku”, apabila terjadi penyalahgunaan 

kewenangan oleh kepala daerah (bupati dan/wakil bupati), maka berdasarkan hak 

interpelasi dan hak angket DPRD dapat mengajukan hasil penyelidikan kepada 

pengadilan untuk memperoleh putusan pengadilan. Adanya putusan pengadilan ini 

akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan didaerah, akan tetapi 

gubernur sebagai kepala daerah tingkat provinsi tidak dapat memberhentikan kepala 

daerah (bupati dan wakil/bupati), sebelum adanya proses pengadilan yang tetap dan 

mengikat (inkracht).Masalah hukum mengenai dugaan pelanggaran bupati 

dan/wakil bupati yang belum ada putusan pengadilan tersebut, dengan 

pemberhentian dari gubernur tidak dapat berlaku efektif karena tujuan hukumya 

tidak tercapai. suatu dugaan pelanggaran secara hukum bupati dan/wakil bupati 

tidak dapat dianggap bersalah melakukan tindak pidana, karena secara hukum harus 

dibuktikan terlebih dahulu dan diputus oleh pengadilan secara tetap dan mengikat 

maka dari itu sangat penting Peran DPRD dalam melaksanakan hak interpelasi dan 

hak angket secara jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.Tujuannya untuk memperkuat bukti dan membantu penyidik dalam 

hal ini polisi sehingga dengan terlibatnya DPRD merupakan implementasi hak 

interpelasi dan hak angket dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari 

dugaan pelanggaran. Apabila gubernur memberhentikan bupati dan/wakil bupati 

sebelum adanya putusan pengadilan, maka akan terjadi ketidaksinkronan antara 

keputusan gubernur dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu, adanya dugaan 

pelanggaran yang dilakukan bupati dan/wakil bupati merupakan suatu awal dari 

penggunaan hak interpelasi dan hak angket DPRD.Pemberhentian bupati dan/wakil 

bupati tanpa menunggu putusan pengadilan dapat berakibat pada pelanggaran hak 

asasi. 

 

Kata Kunci: Hak Interpelasi, hak angket, dugaan pelanggaran. 

 


